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ABSTRAK

Penentuan jumlah mahar oleh tokoh adat sering kali menghadapi tantangan antara tradisi lokal dan
ajaran Islam. Di satu sisi, tokoh adat berperan penting dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya
yang sudah berlangsung lama, dengan mempertimbangkan status sosial, ekonomi keluarga, serta
kebiasaan adat setempat. Namun, di sisi lain, hukum Islam mengajarkan bahwa mahar haruslah
sederhana, adil, dan sesuai dengan kemampuan pihak pria, tanpa ada unsur paksaan atau beban yang
tidak wajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau penelitian pustaka, yang
berfokus pada kajian literatur yang relevan dengan topik. Sumber data utama dalam penelitian ini
berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku yang membahas tentang hukum Islam, figh pernikahan,
serta adat istiadat terkait mahar dan laporan hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Hasil Penelitian
menunjukkan, bahwa: 1). Metode penentuan jumlah mahar yang dilakukan tokoh adat adalah bahwa
penentuan jumlah mahar oleh tokoh adat umumnya dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah
pihak keluarga, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga pria dan tradisi adat
setempat. 2). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar
adalah bahwa keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar dipengaruhi oleh beberapa
faktor utama, yaitu status sosial keluarga, kondisi ekonomi keluarga pria, serta norma adat yang berlaku.
3). Penentuan jumlah mahar yang dilakukan oleh tokoh adat menurut hukum Islam adalah bahwa dalam
perspektif hukum Islam, mahar harus ditentukan berdasarkan kemampuan finansial keluarga pria dan
diberikan dengan niat baik sebagai hak mempelai wanita.

Kata Kunci: Penentuan, Jumlah Mahar, Tokoh Adat, Hukum Islam

ABSTRACT
The determination of the amount of dowry by traditional leaders often faces challenges between local
traditions and Islamic teachings. On the one hand, traditional leaders play an important role in
maintaining the continuity of long-standing cultural values, taking into account the social status,
economic status of the family, and local customs. However, on the other hand, Islamic law teaches that
dowry must be simple, fair, and in accordance with the man's ability, without any element of coercion or
undue burden. This research uses a library research approach, which focuses on the study of literature
that is relevant to the topic. The main source of data in this study comes from scientific journal articles,
books that discuss Islamic law, marriage figh, and customs related to dowry and published research
reports. The results of the study show that: 1). The method of determining the amount of dowry carried
out by traditional leaders is that the determination of the amount of dowry by traditional leaders is
generally carried out through deliberation between the two parties of the family, taking into account the
economic ability of the male family and local customary traditions. 2). The factors that affect the
decision of traditional leaders in determining the amount of dowry are that the decision of traditional
leaders in determining the amount of dowry is influenced by several main factors, namely the social
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status of the family, the economic condition of the male family, and the prevailing customary norms. 3).
The determination of the amount of dowry made by traditional leaders according to Islamic law is that in
the perspective of Islamic law, dowry should be determined based on the financial ability of the man's
family and given in good faith as the right of the bride.

Keywords: Determination, Dowry Amount, Traditional Figures, Islamic Law

PENDAHULUAN

Penentuan jumlah mahar dalam konteks budaya dan adat di Indonesia merupakan suatu
proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Mahar,
sebagai simbol komitmen dan penghormatan dalam pernikahan, tidak hanya berfungsi sebagai
kewajiban finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat. Dalam banyak komunitas, jumlah mahar ditentukan melalui
kesepakatan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan
berbagai aspek yang relevan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah mahar adalah tradisi lokal yang
berlaku di masing-masing daerah. Misalnya, dalam masyarakat Bugis, "Uang Panai" dianggap
sebagai tradisi penting dalam perkawinan, meskipun Islam tidak mengatur secara spesifik
mengenai hal ini, memberikan kebebasan (mubah) dalam penetapannya (Heryanto, 2024).
Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis menganggap Uang Panai sebagai simbol
status dan komitmen, yang sering kali menjadi sumber perdebatan antara pihak laki-laki dan
perempuan (kurniawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak hanya
berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga dengan status sosial dan budaya.

Dalam konteks masyarakat Semendo di Rejang Lebong, penentuan jumlah mahar dan
hantaran dilakukan dengan mempertimbangkan norma-norma adat yang tidak bertentangan
dengan hukum keluarga Islam. Penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan mengenai jumlah
mahar diatur berdasarkan prinsip al-‘urf shohihah dan maslahah mursalah adh-dhoruriah, yang
mencerminkan pentingnya keseimbangan antara tradisi dan hukum (Agusten, 2023). Dengan
demikian, penentuan mahar di masyarakat Semendo mencerminkan adaptasi nilai-nilai Islam
dalam konteks budaya lokal.

Perbedaan jumlah mahar juga dapat terjadi dalam masyarakat yang berbeda, seperti yang
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terlihat pada etnis Cia Cia di Sulawesi Tenggara. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan
jumlah mahar dalam kawin pinang dapat diselesaikan melalui proses mardika manadikana, yang
mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi dalam tradisi (Santi et al., 2020). Hal ini menunjukkan
bahwa meskipun ada norma-norma yang mengatur, masyarakat tetap memiliki ruang untuk
bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Di sisi lain, dalam masyarakat Aceh, penentuan mahar diatur oleh norma-norma adat
yang ketat, di mana nilai mahar dapat meningkat seiring dengan status sosial dan ekonomi
keluarga (Bahraen, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Tamiang memiliki
norma-norma yang jelas mengenai mahar, yang mencerminkan penghormatan terhadap tradisi
dan nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, penentuan jumlah mahar tidak hanya menjadi kewajiban
finansial, tetapi juga merupakan cerminan dari identitas budaya dan sosial masyarakat.

Dalam konteks hukum, pembatasan jumlah mahar juga menjadi perhatian. Di Kluet Timur,
misalnya, masyarakat adat menetapkan batasan jumlah mahar melalui musyawarah adat, yang
mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemampuan ekonomi
mempelai laki-laki (Gani & Hayati, 2017). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yuridis
sosiologis dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana norma-norma
adat dan hukum saling berinteraksi dalam penentuan jumlah mahar.

Selain itu, dalam masyarakat Sunda, penelitian menunjukkan bahwa tradisi mahar di
dalam budaya mereka juga dipengaruhi oleh perspektif hukum Islam. Penelitian ini
menekankan pentingnya memahami konteks lokal dalam menilai praktik mahar, di mana adat
dan hukum saling berinteraksi untuk membentuk norma-norma yang berlaku (Irfani &
Hamidah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak dapat dipisahkan dari
konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Dalam beberapa kasus, penentuan jumlah mahar dapat menimbulkan konflik, terutama
jika terdapat perbedaan pandangan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.
Misalnya, dalam masyarakat Lombok, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi bentuk dan
jumlah mahar, yang sering kali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan keluarga (Hamdi,

2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sosiologi hukum dapat membantu
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memahami dinamika ini dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks yang lebih luas, penentuan mahar juga dapat dipengaruhi oleh faktor
ekonomi, di mana kondisi finansial mempelai laki-laki berperan penting dalam menentukan
jumlah mahar yang dapat diberikan. Penelitian di Desa Neurok menunjukkan bahwa status
pekerjaan wanita yang akan dilamar dapat mempengaruhi besarnya mahar yang ditetapkan
(Fadhilah & Fakhrurrazi, 2021). Hal ini mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi dapat
mempengaruhi praktik budaya dan tradisi dalam masyarakat.

Jadi, penentuan jumlah mahar dalam masyarakat Indonesia merupakan hasil dari
interaksi kompleks antara tradisi, hukum, dan kondisi sosial-ekonomi. Setiap komunitas
memiliki cara unik dalam menentukan mahar, yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma
yang berlaku di dalamnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks lokal dan
dinamika sosial yang mempengaruhi praktik ini, agar dapat mencapai kesepakatan yang adil

dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau penelitian pustaka, yang
berfokus pada kajian literatur yang relevan dengan topik. Metode ini dipilih karena penelitian
bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan
penentuan jumlah mahar oleh tokoh adat dan perspektif hukum Islam terhadapnya. Dalam
penelitian ini, peneliti tidak melakukan observasi langsung atau pengumpulan data lapangan,
melainkan mengandalkan berbagai sumber tertulis yang dapat memberikan wawasan dan data
yang diperlukan untuk memahami masalah yang diteliti.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku yang
membahas tentang hukum Islam, figh pernikahan, serta adat istiadat terkait mahar. Selain itu
juga, laporan hasil penelitian yang telah dipublikasikan mengenai penentuan mahar dalam
praktik adat juga menjadi sumber data yang penting. Data dari jurnal ilmiah yang terpercaya
dan laporan penelitian memberikan perspektif akademis yang kuat dan relevan dalam mengkaji

metode penentuan mahar serta perbandingannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi dokumentasi,
dimana peneliti mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen tertulis yang berkaitan
dengan topik penelitian. Teknik ini melibatkan pencarian artikel jurnal ilmiah, buku, laporan
penelitian, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat, hukum Islam, dan
penentuan mahar. Data dikumpulkan dengan cara mencatat informasi yang relevan dan
menyeleksi sumber-sumber yang kredibel untuk dianalisis lebih lanjut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif
deskriptif. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan melakukan penyusunan tema-tema
berdasarkan informasi yang diperoleh. Kemudian, data tersebut akan dianalisis untuk mencari
pola dan hubungan antara praktik penentuan mahar oleh tokoh adat dan prinsip-prinsip hukum
Islam. Penelitian ini berfokus pada penafsiran dan pemahaman mendalam terhadap sumber
data yang ada, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
kesesuaian atau perbedaan antara keduanya, serta implikasi sosial dan agama dari keputusan
yang diambil oleh tokoh adat.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi
sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai
sumber yang berbeda, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan literatur figh
Islam yang relevan. Dengan cara ini, peneliti dapat memverifikasi konsistensi informasi yang
ada dan mengurangi bias yang mungkin muncul dari satu sumber saja. Selain itu, keabsahan
internal akan diuji dengan memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar relevan dan
sesuai dengan tujuan penelitian. Keabsahan eksternal juga akan diperiksa dengan
mengonfirmasi temuan-temuan dari literatur yang ada dengan pandangan para ahli di bidang

hukum Islam dan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Metode Penentuan Jumlah Mahar yang Dilakukan Tokoh Adat
Penentuan jumlah mahar oleh tokoh adat dalam masyarakat tradisional sering kali

mengikuti pola-pola yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Dalam penelitian ini,
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ditemukan bahwa sebagian besar tokoh adat menggunakan metode yang bersifat empiris dan
konsensual dalam menentukan jumlah mahar. Proses ini melibatkan pertemuan atau
musyawarah antara pihak keluarga mempelai pria dan wanita, dengan mempertimbangkan
sejumlah faktor budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat setempat.

Metode yang pertama adalah penentuan berdasarkan adat istiadat. Dalam beberapa
masyarakat, mahar ditentukan berdasarkan norma-norma tradisional yang telah diwariskan
oleh leluhur. Tokoh adat biasanya memiliki peran sentral dalam menjelaskan besaran mahar
yang sesuai dengan tingkat sosial, ekonomi, serta status keluarga mempelai wanita. Pada
sebagian kasus, tokoh adat akan merujuk pada contoh-contoh pernikahan sebelumnya sebagai
acuan jumlah mahar.

Metode lainnya adalah penentuan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga pria.
Tokoh adat sering kali akan mempertimbangkan status sosial dan ekonomi pihak keluarga pria,
dan mahar yang ditetapkan tidak boleh memberatkan mereka secara finansial. Dalam konteks
ini, mahar dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap mempelai wanita dan
keluarganya, tetapi juga harus seimbang dengan kondisi ekonomi keluarga pria.

Selain itu, ada juga penerapan negosiasi terbuka antara kedua belah pihak keluarga,
dengan tokoh adat bertindak sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi
kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, mahar dapat berbentuk barang atau benda bernilai,
seperti emas, tanah, atau barang berharga lainnya yang diterima oleh mempelai wanita sebagai
simbol kehormatan dan komitmen dalam pernikahan.

Metode penentuan jumlah mahar dalam konteks adat di Indonesia sangat beragam dan
dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, agama, dan sosial. Mahar, yang sering kali dianggap
sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, memiliki makna yang
dalam dalam tradisi pernikahan di berbagai suku. Dalam kajian ini, kita akan membahas
beberapa metode yang digunakan oleh tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar, serta
faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tersebut.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam menentukan mahar adalah melalui

refleksi teologis dan budaya yang terdapat dalam kitab suci. Misalnya, dalam kajian yang
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dilakukan oleh Selan, mahar dalam konteks pernikahan yang dicontohkan dalam Alkitab, seperti
Ishak dan Ribka, dianggap sebagai tanda penghargaan kepada perempuan dan keluarganya
(Selan, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa mahar tidak hanya berfungsi sebagai
kewajiban finansial, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap nilai-
nilai perempuan dalam masyarakat.

Di sisi lain, dalam masyarakat Bugis, uang panai merupakan tradisi yang sangat penting
dalam pernikahan. Heryanto menjelaskan bahwa meskipun Islam tidak mengatur secara spesifik
mengenai uang panai, masyarakat Bugis menganggapnya sebagai hal yang mubah dan penting
dalam konteks sosial mereka (Heryanto, 2024). Uang panai ini sering kali ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dapat bervariasi tergantung pada
status sosial dan pendidikan perempuan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa
penentuan mahar tidak hanya bergantung pada norma agama, tetapi juga pada nilai-nilai sosial
yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum, Syahputra menyoroti bahwa penentuan mahar dalam perundang-
undangan keluarga Islam di Indonesia merupakan hasil ijtihad yang mempertimbangkan
kesepakatan bersama antara calon mempelai pria dan wanita (Syahputra, 2024). Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun ada pedoman hukum yang mengatur, fleksibilitas dalam
penentuan mahar tetap ada, dan sering kali melibatkan tokoh adat dalam proses negosiasi.
Tokoh adat berperan penting dalam memberikan nasihat dan mediasi antara kedua belah
pihak, sehingga penentuan mahar dapat dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan
norma-norma yang berlaku.

Selain itu, dalam masyarakat Nias, penelitian oleh Gulo dan Telaumbanua menunjukkan
bahwa penentuan boéwd (mahar) telah mengalami pergeseran makna seiring dengan
perkembangan zaman. Saat ini, orang tua lebih mempertimbangkan tingkat pendidikan
perempuan dalam menentukan jumlah béwo, bukan hanya berdasarkan kasih sayang (Gulo &
Telaumbanua, 2021). Hal ini mencerminkan perubahan nilai dalam masyarakat yang semakin
mengedepankan pendidikan dan kemandirian perempuan, yang pada gilirannya mempengaruhi

cara tokoh adat dalam menentukan mahar.
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Dalam konteks masyarakat Mandailing Natal, penelitian oleh Tarigan et al. menunjukkan
bahwa mahar berutang dalam praktik kawin lari (Marlojong) memiliki tujuan positif untuk
mengikat hubungan antara suami dan istri. Penentuan jumlah mahar dalam konteks ini
dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat dan partisipan yang terlibat, yang
menunjukkan adanya proses negosiasi dan kesepakatan yang melibatkan berbagai pihak
(Tarigan et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak hanya bersifat finansial,
tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan emosional yang ada dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, penelitian oleh Putri mengenai pemberian gelar adok dalam pernikahan
adat Saibatin di Lampung menunjukkan bahwa metode pengumpulan data melalui wawancara
langsung dengan tokoh adat memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik
penentuan mahar dalam konteks lokal (Putri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan
tokoh adat dalam proses penentuan mahar sangat penting, karena mereka memiliki
pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang norma-norma dan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat.

Jadi, metode penentuan jumlah mahar yang dilakukan oleh tokoh adat di Indonesia
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai agama, sosial, dan budaya.
Keterlibatan tokoh adat dalam proses ini sangat penting, karena mereka berfungsi sebagai
mediator dan penasehat yang dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang
adil. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana praktik ini dapat
beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung di masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Tokoh Adat dalam Menentukan Jumlah
Mahar

Beberapa faktor memengaruhi keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar.
Faktor ekonomi menjadi salah satu elemen dominan, dimana kemampuan keluarga pria untuk
memberikan mahar yang layak tanpa membebani keuangan mereka sangat dipertimbangkan.
Jumlah mahar yang terlalu besar dapat menimbulkan kesulitan ekonomi, sementara jumlah
yang terlalu kecil dapat dianggap tidak menunjukkan penghormatan yang cukup terhadap

keluarga mempelai wanita.
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Faktor sosial dan budaya juga berperan penting. Dalam beberapa komunitas, ada norma
atau kebiasaan yang menentukan besaran mahar, yang berkaitan dengan status sosial keluarga
wanita. Tokoh adat sering kali mempertimbangkan keselarasan antara mahar dan status sosial
pihak keluarga, agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat merusak hubungan antar keluarga.

Selain itu, tradisi dan sejarah pernikahan di masyarakat juga menjadi faktor yang
memengaruhi. Tokoh adat cenderung merujuk pada praktek yang telah berjalan lama, yang
sering kali mengacu pada keputusan-keputusan mahar di masa lalu. Hal ini dapat menciptakan
standar tertentu dalam masyarakat tentang berapa banyak mahar yang dianggap wajar dan
diterima oleh kedua pihak.

Faktor keluarga juga tidak kalah penting. Tokoh adat sering kali mendengarkan keinginan
atau permintaan dari keluarga mempelai wanita, serta mempertimbangkan kedudukan dan
kepentingan keluarga tersebut. Beberapa keluarga mungkin menginginkan mahar yang lebih
tinggi sebagai simbol status, sementara yang lainnya mungkin lebih menekankan pada
kesederhanaan dan keharmonisan dalam pernikahan.

Keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar merupakan suatu proses yang
kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Mahar,
sebagai simbol komitmen dan penghormatan dalam hubungan pernikahan, tidak hanya
mencerminkan nilai-nilai tradisional, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi
masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor
tersebut berinteraksi dan memengaruhi keputusan yang diambil oleh tokoh adat.

Pertama-tama, faktor sosial ekonomi memainkan peran vyang signifikan dalam
menentukan jumlah mahar. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga, seperti
pendapatan dan jenis pekerjaan, dapat memengaruhi keputusan mengenai mahar. Misalnya,
dalam konteks perumahan, faktor ekonomi mampu menjelaskan sebagian besar keragaman
dalam keputusan yang diambil oleh masyarakat (Hanifa et al., 2022). Hal ini juga berlaku dalam
konteks mahar, di mana keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung
menetapkan jumlah mahar yang lebih besar sebagai simbol status mereka dalam masyarakat.

Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah mungkin merasa tertekan
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untuk menetapkan mahar yang lebih rendah agar tidak membebani pihak pengantin pria.

Selain itu, modal sosial juga berperan penting dalam menentukan jumlah mahar. Modal
sosial, yang mencakup jaringan sosial dan hubungan antar individu, dapat memengaruhi
persepsi dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks mahar, tokoh adat
mungkin mempertimbangkan hubungan sosial dan reputasi keluarga dalam menentukan
jumlah yang dianggap pantas. Penelitian menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang
memiliki jaringan sosial yang kuat dapat memanfaatkan relasi tersebut untuk memperoleh
keuntungan ekonomi dan sosial (Fathy, 2019). Oleh karena itu, keputusan mengenai mahar
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial yang ada di
masyarakat.

Budaya juga merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan mengenai mahar.
Dalam banyak budaya, mahar dianggap sebagai simbol penghormatan dan komitmen, sehingga
jumlahnya sering kali ditentukan berdasarkan tradisi dan norma yang berlaku. Penelitian
mengenai konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar menunjukkan bahwa ada nilai-nilai
tertentu yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah mahar, termasuk keadilan dan
kesetaraan dalam hubungan (Rahman et al.,, 2019). Oleh karena itu, tokoh adat harus
mempertimbangkan aspek budaya ini dalam keputusan mereka, agar tetap sesuai dengan
harapan masyarakat dan tidak menimbulkan konflik.

Faktor-faktor lain yang juga dapat memengaruhi keputusan tokoh adat dalam
menentukan jumlah mahar termasuk kondisi demografi, seperti usia dan pendidikan. Penelitian
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman hidup dapat memengaruhi
pandangan seseorang terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk dalam hal mahar. Tokoh adat
yang lebih berpendidikan mungkin lebih terbuka terhadap perubahan dan dapat
mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kesejahteraan psikologis dan dukungan sosial,
dalam menentukan jumlah mahar yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi masyarakat
saat ini (Estikomah & Sahrah, 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, faktor politik dan kebijakan sosial juga dapat

memengaruhi keputusan mengenai mahar. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan
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ekonomi masyarakat, seperti program perlindungan sosial, dapat membantu meningkatkan
kondisi ekonomi keluarga dan, pada gilirannya, memengaruhi keputusan mengenai mahar
(Sarjito, 2024). Dengan demikian, tokoh adat perlu mempertimbangkan konteks politik dan
sosial yang lebih besar saat menentukan jumlah mahar, agar keputusan yang diambil dapat
mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, interaksi antara faktor-faktor ini menciptakan dinamika yang kompleks
dalam pengambilan keputusan mengenai mahar. Misalnya, dalam situasi di mana terdapat
tekanan dari masyarakat untuk mempertahankan tradisi, tokoh adat mungkin merasa terjebak
antara mempertahankan nilai-nilai budaya dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pernikahan, keputusan mengenai mahar sering
kali mencerminkan ketegangan antara tradisi dan modernitas, di mana tokoh adat harus
menavigasi harapan masyarakat yang beragam (Syahputra, 2024).

Jadi, keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang saling terkait, termasuk kondisi sosial ekonomi, modal sosial, budaya, demografi,
dan konteks politik. Oleh karena itu, penting bagi tokoh adat untuk mempertimbangkan semua
aspek ini dalam pengambilan keputusan mereka, agar dapat menciptakan kesepakatan yang
adil dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan memahami kompleksitas faktor-faktor ini,
kita dapat lebih menghargai proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tokoh adat
dalam konteks budaya dan sosial yang lebih luas.

C. Penentuan Jumlah Mahar yang Dilakukan Oleh Tokoh Adat Menurut Hukum Islam

Mahar dalam perspektif hukum Islam merupakan hak yang diberikan kepada mempelai
wanita dan bukanlah bagian dari hak keluarga pria. Oleh karena itu, penentuan jumlah mahar
menurut hukum Islam seharusnya didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan keadilan,
dengan mempertimbangkan kemampuan finansial pihak pria. Dalam hal ini, Islam tidak
menetapkan jumlah mahar yang pasti, namun menekankan bahwa mahar harus diberikan
dengan niat baik dan tanpa paksaan.

Menurut figh Islam, mahar memiliki dua fungsi utama: sebagai simbol penghormatan

kepada mempelai wanita dan sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap istri. Oleh karena
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itu, mahar yang ditetapkan oleh tokoh adat hendaknya tidak memberatkan salah satu pihak dan
harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mempelai pria. Mahar yang terlalu tinggi bisa
menciptakan ketimpangan, yang berpotensi menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah
tangga, sementara mahar yang terlalu rendah bisa mengurangi penghargaan terhadap wanita.

Islam juga mengajarkan pentingnya kesederhanaan dalam mahar. Sebagai contoh,
Rasulullah SAW menetapkan mahar yang sederhana pada saat pernikahannya, dan ini dijadikan
teladan bagi umat Islam. Oleh karena itu, meskipun adat memiliki peranan penting dalam
menentukan jumlah mahar, tokoh adat seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang
menekankan pada keseimbangan, kesederhanaan, dan keadilan.

Meskipun tokoh adat sering kali mempertimbangkan kebiasaan lokal dalam penentuan
jumlah mahar, mereka juga berusaha untuk menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum
Islam. Banyak tokoh adat yang sudah mulai menyadari bahwa mahar yang terlalu tinggi tidak
hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga dapat menciptakan masalah sosial di
masyarakat. Beberapa tokoh adat juga mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, dengan
memberi ruang bagi negosiasi antara kedua belah pihak agar jumlah mahar yang ditetapkan
tidak hanya sesuai dengan adat tetapi juga memenuhi ketentuan hukum Islam yang menuntut
kesederhanaan dan keadilan.

Penentuan jumlah mahar dalam konteks hukum Islam dan adat merupakan topik yang
kompleks dan melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan hukum. Mahar, atau yang sering
disebut sebagai "dowry" dalam konteks pernikahan, memiliki makna yang dalam dalam tradisi
Islam dan di berbagai budaya di Indonesia. Dalam hukum Islam, mahar adalah kewajiban yang
harus dipenuhi oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dan besaran serta
jenisnya ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam (Syahputra, 2024). Penelitian oleh Syahputra menegaskan bahwa
penentuan mahar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor historis dan
kesepakatan sosial yang berlaku di masyarakat (Syahputra, 2024).

Dalam konteks budaya lokal, seperti di suku Melayu di Bengkulu, penentuan mahar juga

mencerminkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Naskah peraturan yang diteliti
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oleh Lestari menunjukkan bahwa pembayaran mahar dan peralatan adat perkawinan memiliki
kompleksitas yang mencerminkan kearifan lokal dan norma sosial yang berlaku (Lestari, 2022).
Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga
merupakan simbol status dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Di sisi lain, dalam masyarakat Nias, penentuan béwd (mahar) mengalami pergeseran
makna, di mana faktor pendidikan perempuan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam
negosiasi mahar. Gulo dan Telaumbanua mencatat bahwa orang tua kini lebih
mempertimbangkan tingkat pendidikan calon mempelai wanita dalam menentukan besaran
bowo, yang menunjukkan adanya perubahan dalam nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat
(Gulo & Telaumbanua, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa mahar tidak hanya berfungsi sebagai
kewajiban finansial, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai pendidikan dan status sosial.

Proses negosiasi dalam penentuan mahar juga sangat penting. Dalam penelitian oleh
Lafau, dijelaskan bahwa proses ini melibatkan musyawarah keluarga dan kesepakatan antara
kedua belah pihak, yang mencerminkan pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam
masyarakat (Lafau, 2023). Proses ini tidak hanya menekankan pada aspek finansial, tetapi juga
pada hubungan sosial yang dibangun antara keluarga kedua mempelai.

Dalam konteks hukum Islam, mahar juga diatur dalam perspektif akuntansi syariah.
Rahman et al. mengemukakan bahwa mahar memiliki dimensi akuntansi yang penting dalam
budaya Islam, di mana pencatatan dan pengelolaan mahar harus dilakukan sesuai dengan
prinsip syariah (Rahman et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukan hanya sekadar
kewajiban, tetapi juga memiliki implikasi dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas sosial.

Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi dalam pelaksanaan mahar di berbagai daerah.
Misalnya, di masyarakat Bugis, Uang Panai dianggap sebagai tradisi penting meskipun tidak
diatur secara spesifik dalam hukum Islam. Penelitian oleh Heryanto menunjukkan bahwa
meskipun ada kebebasan dalam menentukan Uang Panai, masyarakat tetap menganggapnya
sebagai bagian integral dari proses pernikahan (Heryanto, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun hukum Islam memberikan fleksibilitas, norma sosial tetap memainkan peran penting

dalam menentukan besaran mahar.
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Sementara itu, dalam konteks masyarakat Mandailing Natal, penelitian oleh Tarigan et al.
menunjukkan bahwa mahar berutang dalam praktik kawin lari (Marlojong) memiliki tujuan
positif untuk mengikat hubungan antara suami dan istri (Tarigan et al., 2021). Ini menunjukkan
bahwa mahar dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial dan keluarga,
meskipun dalam konteks yang tidak konvensional.

Dalam kajian hukum, penting untuk memahami bagaimana hukum adat berinteraksi
dengan hukum positif. Penelitian oleh Apriani dan Hanafiah menunjukkan bahwa hukum adat di
Indonesia sejalan dengan aliran Sociological Jurisprudence, yang mengakui pentingnya norma-
norma sosial dalam pembentukan hukum (Apriani & Hanafiah, 2022). Hal ini menunjukkan
bahwa penentuan mahar tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi juga oleh hukum
adat yang berlaku di masyarakat.

Lebih jauh lagi, dalam konteks masyarakat Sasak, penelitian oleh Zaenuddin menunjukkan
bahwa nilai-nilai pendidikan perkawinan adat sangat penting dalam menentukan mahar
(Zaenuddin, 2020). Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pemahaman tentang norma-norma
sosial dapat mempengaruhi keputusan mengenai mahar dalam pernikahan.

Jadi, penentuan jumlah mahar dalam hukum Islam dan adat merupakan proses yang
kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk kesepakatan antara kedua belah pihak,
norma sosial, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Mahar bukan hanya sekadar
kewajiban finansial, tetapi juga merupakan simbol status, pendidikan, dan hubungan sosial
yang terjalin antara keluarga kedua mempelai. Oleh karena itu, penting untuk memahami
konteks sosial dan budaya dalam penentuan mahar agar dapat menghargai makna dan nilai

yang terkandung di dalamnya.

KESIMPULAN

Tokoh adat umumnya menggunakan metode yang bersifat empiris dan berbasis
musyawarah dalam menentukan jumlah mahar. Hal ini melibatkan pertimbangan faktor
budaya, tradisi, serta kemampuan ekonomi keluarga mempelai pria. Proses ini juga sering kali

menggunakan pendekatan berbasis konsensus antara kedua belah pihak keluarga, dengan
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tokoh adat berperan sebagai mediator yang mengarahkan kesepakatan. Meskipun ada variasi
dalam metode, kesederhanaan dan keadilan tetap menjadi prinsip yang dijaga dalam proses ini.

Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan tokoh adat antara lain adalah faktor
ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan finansial keluarga pria, status sosial keluarga wanita,
serta tradisi adat yang berlaku menjadi pertimbangan utama dalam penentuan jumlah mahar.
Selain itu, faktor sejarah dan kebiasaan pernikahan di masyarakat juga turut membentuk norma
penentuan mahar. Adapun keputusan yang diambil sering kali mencerminkan keseimbangan
antara keharmonisan sosial dan kemampuan ekonomi.

Dalam hukum Islam, mahar merupakan hak mempelai wanita dan harus diberikan dengan
niat baik, tanpa paksaan, dan sesuai dengan kemampuan finansial pihak pria. Islam
mengajarkan kesederhanaan dalam mahar, yang berfungsi sebagai simbol penghormatan dan
tanggung jawab suami terhadap istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat
pengaruh adat dalam menentukan jumlah mahar, tokoh adat umumnya berusaha untuk
menyesuaikan praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada

kesederhanaan, keadilan, dan keseimbangan.
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